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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaiamana telah dijabarkan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalah penelitian sebagai berikut ini:

1. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual
sudah sesuai dengan Udang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Wujudnya adalah dengan diteapkanya Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku
anak dengan ketentuan khusus,dan dibedakannya penerapan sanksi pidana
pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pelakunya orang dewasa.
Pembedaan tersebut berkaitan dengan penerapan sankinya, bahwa sanksi pidana
hanya diberikan kepada anak telah berusia 14 tahun sampai delapan belas (18)
tahun,sedangakan emapt belas tahun (14) kebawah diberikan sanksi tindakan.
Penerpan sanksi pidana terhadapat anak yang melakukan pelecah seksual tersebut
dikenakan sanki pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda. pidana,
denda diganti dengan pelatihan kerja selama tiga bulan di Balai Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta megingat bahwa
pelakunya berumur delapan belas (18) tahun.

2. Kendala dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan
pelecehan seksual tersebut adalah bahwa anak pelaku pelecehan tersebut masih

duduk dibangku Sekolah Menegah Atas (SMA), yang membuat hakim dalam
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menjatuhkan hukuman pidana tidak dapat bersikap objektif dan subjektif dalam
mengambil putusan, dimana hati nurani hakim yang cenderung ingin mengurangi
sankisi pidananya hamun hakim harus tetap berfokus pada Undang-Undang yang
ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan
adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam penerapkan sanksi pidana terhadapa anak yang melakuakan
pelecehan seksual sebaiknya tidak membedakan antara pelaku anak yang berusia 14
tahun kebawah dengan anak yang delapan belas (18) tahun kebawah karena pelcehan
seksual merupakan tindak pidana yang berat sehingga sanksi yang diberikan kepada
anak tersebut harus benar-benar memberikan efek jera yang membuat anak tersebut
tidak mengulangi kesalahnya.

Saran penulis terkait dengan kendala yang dihadapi dalam menerapkan
sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah
dalam menjatuhkan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelcehan seksual hendaknya
hakim dapat bersikap objektif dan subjektif dalam memutuskan dan lebih mengacu

pada undang-undang yang berlaku.
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Saran penulis terhadap kendala yang dihadapi saat menerpakan sanki yaitu
dalam penjatuhan putusannya hendaknya hakim tidak lebih mengutamakan hati
nurani melainkan lebih mengacu pada undang-undang yang ada karena pelecehan
seksual merupakan kasus yang berat dan sankinya adalah sanki pidana kecuali
tindakan yang dilakukan bukan merupakan kasus yang berat dan sankinya hanyalah
sanki tindakan saja barulah hakim dalam penjatuhan putusannya boleh

mempertimbangkan hati nuraninya dalam mengambilan putusan tersebut.
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